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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Dalam rangka mewujudkan hak atas informasi, sesuai dengan amanat undang-
undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin setiap warga negara mendapat hak
azasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala
jenis saluran yang tersedia. Aturan konstitusi tersebut diimplementasikan dalam
Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang
mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi
publik secara cepat, mudah, dan waijar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh

dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Komitmen melaksanakan pelayanan keterbukaan informasi di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan, diwujudkan dalam Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi

Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

Perangkat peraturan ini memberikan jaminan kepada masyarakat secara
individu atau badan hukum untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dari badan
publik. Peraturan perundang - undangan ini memberikan kesempatan partisipasi
publik terhadap penyelenggaran negara, yang pada akhirnya dapat mendorong
terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efesien, dan

akuntabel.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga sebagai instansi yang
menyelenggarakan pelayanan publik dibidang perikanan tangkap, wajib menerapkan
keterbukaan informasi publik guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik

(good government).



Dalam mewujudkan tata kelola good government yang efisien, transparan, dan
efektif perlu dilakukan evaluasi terkait penerapan kebijakan pelayanan informasi

publik lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga.

Maksud dan tujuan laporan keterbukaan informasi publik yakni, untuk
mengimplementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian

Kelautan Dan Perikanan.

Sehingga tujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan

informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat terlaksana dengan baik.

1.2 Tujuan

Melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi secara rutin dan merupakan bagian dari upaya mewujudkan
keterbukaan informasi publik pada lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara

Sibolga.
1.3 Ruang Lingkup

Sasaran moneyv ini adalah penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik

yang telah ditetapkan oleh pelabuhan perikanan :

1. Mengetahui sejauh mana penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik
yang telah ditetapkan di pelabuhan perikanan.
2. Melakukan evaluasi terkait pengelolaan informasi publik serta memberikan

solusi/saran terbaik.
1.4 Dasar Hukum

Kebijakan layanan informasi publik di KKP yang menjadi dasar hukum

sebagai berikut:

Regulasi Keterangan
UU No 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik
PP No 61 Tahun 2010 Pelaksanaan Undang - Undang
Keterbukaan Informasi Publik




Perkip No 1 Tahun 2013

Tentang Prosedur Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik

PermenKP 32/PERMEN-KP/2014

Tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan
Kementerian Kelautan Dan Perikanan

KepmenKP No.
35/KEPMEN-KP/SJ/2014

Tentang Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi Di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

PermenKP No.
56/PERMEN-KP/2020

Tentang Penanganan Pengaduan di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan

KepmenKP No.
81/KEPMEN-KP/SJ/2014

Tentang Klasifikasi Informasi Yang
Dikecualikan Di Lingkungan Kementerian
Kelautan Dan Perikanan

PermenKP No. 42/ PERMEN-KP/2023

Tentang Penyelenggaraan Layanan
Informasi Publik Di Lingkungan
Kementerian Kelautan Dan Perikanan

KepmenKP No. 36/KEPMEN-KP/2019

Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan

PerKl | Tahun 2021

Standar layanan Informasi Publik

PerKI | Tahun 2022

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan
Informasi Publik




BAB I
PELAKSANAAN

2.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

2.1.1 Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian terdiri atas:

a. Atasan PPID Kementerian;

b. PPID Kementerian;

c. Atasan PPID Pelaksana;

d. PPID Pelaksana, yang terdiri atas:
1. PPID Unit Organisasi Eselon |
2. PPID UPT
3. PPID LPMUKP.

e. tim pertimbangan; dan

f. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

2.1.2Tugas dan Wewenang PPID Pelaksana

PPID Pelaksana mempunyai tugas;

a.

Melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan
atasan PPID Pelaksana.

Menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan
dukungan anggaran yang memadai.

Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan
PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik.

Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas
PPID Pelaksana.

Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik.

Mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan,

pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.



g. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi
Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP.
h. Mengoordinasikan;
1. Pengumpulan seluruh Informasi Publik.
2. Pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan
efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
3. Pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar

berjalan dengan baik.

i. Membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan

kewenangannya;

j- Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk

dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon |;

2.2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan montoring dan evaluasi penerapan Kebijakan Pelayanan Informasi
Publik, pengguna layanan Informasi publik, dan sarana prasarana pelayanan informasi
publik.

PPN Sibolga telah mengimplementasikan kebijakan informasi publik dengan
menetapkan pejabat dan petugas pelaksana pelayanan informasi serta dokumentasi,

yang meliputi kewajiban dan hak penyedia informasi.
Kewajiban penyedia informasi publik, meliputi :

¢ Mencatat setiap permohonan dan membuat rekapitulasi secara berkala;

¢+ Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi publik
dan dokumentasi;

¢ Memberikan jawaban atas permohonan informasi publik;

¢ Memberikan klarifikasi kepada pemohon jika terjadi perbedaan informasi
publik yang diberikan;

¢ Meningkatkan kualitas pelayanan publik.



Hak penyedia infomasi publik, meliputi :
¢ Menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan
kebutuhan peraturan perundang-undangan;
¢ Menolak permohonan informasi publik yang termasuk dikecualikan;
¢ Meminta penjelasan kepada pemohon informasi publik mengenai tujuan
penggunaan informasi publik yang diminta oleh pemohon,;
¢ Melakukan tuntutan secara hukum apabila pemohon menyalahgunakan

informasi publik yang diberikan.

Media Penyampaian Informasi dan Pengaduan Masyarakat
Terdapat beberapa media penyampaian informasi dan pengaduan masyarakat melalui

media elektronik dan non elektronik berdasarkan jenis informasi publik, sebagai berikut:

Span Lapor : lapor.go.id

Facebook : PPN Sibolga

X : @ppnsibolga1

Instagram : @ppnsibolga

Telepon dan Whatsapp : 0811989011 / 082162243313
Youtube : ppnsibolga4151

Website . https://ppid.kkp.go.id/

Surat/Tatap Muka/Kotak aduan : JI. Jend. Gatot Subroto, Pondok Batu, Sarudik,

Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.


https://lapor.go.id/
https://ppid.kkp.go.id/

Standar Operasional Prosedur Permohonan Informasi Publik

Pelaksana Mutu Baku
. Petugas
No. Kegiatan Keterangan
g Pelayanan PPID Kelengkapan Waktu Qutput g
Informasi
1 Menenma permohonan informasi langsung dan Meja tamu 5 menit |Permohonan [Pemohon
pemohon { ) informasi datang
langsung
2 Menjelaskan cara memperoleh dan Komputer, Jaringan Internet, Aplikasi e- PPID |5 menit |Daftar
mendapatkan salinan informasi melalui aplikasi pemohon
e-PFID dalam Asistensi
|::| aplikasi pemenuhan
dokumen
persyaratan
3 Memberikan asistensi kepada pemohon untuk | Formulir penenmaan informasi 10 mentt |Formulir Asistensi
registrasi atau log-in permohonan informasi penerimaan |pencanan
dalam aplikasi I:l_ informasi informasi
melalui aplikasi
PPID
= Memenksa jenis informasi yang diajukan, ditalak |dentitas din pemohon, surat tugas dan 10 menit |Daftar
apabila dikuasai dan tidak dikecualikan, lembaga, alamat email, dan nomor kontak Informasi
permohonan akan diterima. Apabila informasi @ pemohon, data/informasi Publik
tidak dikuasaiftermasuk informasi dikecualikan,
maka permohonan ditolak
diterima
5 Melakukan penelusuran atas informasi (kepada Komputer, Telpon, Faksimili, jaringan intemet, |10 +7 Daftar
unit terkait) sebagaimana yang diajukan ‘ ’f«‘ ‘ media sosial, email, data/informasi hari kerja |Informasi
pemaohon Publik
6 Proses pemberian jawaban atas permohonan Persuratan, komputer, jaringan internet, 1 hari Data dan
infarmasi data/informasi, aplikasi PPID Informasi
Publik
7 Petugas melakukan pencatatan pembukuan @ Komputer 10 menit

rekapitulasi permohonan informasi




Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat

Mutu Baku
Admin UPP
No. Uratan Keglatan Ketua TPP Anggota TPP Admin Keotorangan
KK Eooton V| gavion W UPT | Esslon UPT | Kementerian Helenpbanac Wals Chiiie

1 Melkakukan: 1 Komputer! Laptop 3 han 1. Berkas pengaduan n Kelengkapan Pengaduan mulai dan
a penerimaan, input dan pengefolaan melaisi 2. Pmit screen laporan identitas pelapor, subtansi Pengaduan,
SPAN-LAPOR! pengaduan darl laman pihak yang teribat, waklu kejadian, tempat
b venfikas: awal atas pengaduan SPAN-LAPOR! kejadian. kronologis kejadian sampal data
©. merespon langsung pengaduan bersifat dukung Pengaduan yang diterima
aspirast
d_menecruskan kepada Admin Kementenan. jika b Saturan resmi Pengaduan di lingkungan

1an bukan 19 umit kerja Kementeran untuk Masyarakat melipati
1) website dengan laman
waww kkp lapor.gosd atau www lapor.go id:
2) surat nonelektronik ditujukan kepada
Ketua TPP
Eseilon VUPT dan Pengaduan secara
langsung (tatap muka) dengan alamat
kantor unit kera masing-masing
3) kotak Pengaduan yang digediakan di
Kantor Pusat dan UPT di lingkungan
Kementerian
c. Proses penerusan pengaduan yang
DUKEN WEWSNANgG Unil Kena Kepaca aamin
kementerian sesual dengan SOP
Penanganan Pengaduan Masyarakat
tingxat Kementerian

2 Menerima dan mempelajari mformasiberkas 1. Berkas Pengaduan 2 harni Disposisv Surat Tugas
pengaduan dari admin UPP Eselon I/UPT serna [j 2. Print screen @poran
mendisposisikan kepada anggota TPP pengaduan di laman

SP4AN-LAPOR!

3 a. Melakukan Verfkasi lanjutan atas pengaduan 1. Barkas pengaduan 6 han |1. Lapcran Hasii Telaah |a. Froses pengumpulan bahan dan
(kelengkapan 4 W1 H) dan pengumpulan bahan 2 Print screen laporan (termasuk hasi keterangan sesual dengan SOP Pubaket
dan kelerangan, apablla terdapat kekurangan pengaduan darl laman pengumpulan bahan dan [ingkup Eselon VUPT masing-masing
infor atas :an, anggota TPP SPAN-LAPOR! Ketarangan)
dapat meminta informasi/data tambahan melaisi b. Kategor pengaduan terdir dan
aamin 2. Jawaban atas permintaan Informasi dan Pengaduan yang

pengaduan. bersifat normatif diselesalkan dalam Jangka
b Menyusun dan menyampaikan hasil telaah waktu‘zaung lama 5 (¥ma) Han, Pengaduan
atas pengaduan yang memusat penetapan yang lidak berkadar pengawasan
kategori pengaduan dan penyeesaian tincak diselesalkan dalam jJangka waktu paling
anju! atas: ama 14 (empa! belas) Han; dan Pengaduan
« Permintaan Informasi yang berkadar pengawasan diselesakan
- Pengaduan tidak berkadar pengawasan dakam jangka wakiu paling lama 80 (enam
Pengaduan berkadar pengawasan pubih) Harl, kecual tercapat Keadaan
Kahar;

4 3. Meneimadan memusun |3wabanatas Laporan Ha:zl Telaah 2 hat Dsposkl! SumtJawaban Proces yndakian|w pzngaduan ¥ang

peng nberdasaman hazll telaahdan 35 Peng #as pengaduan |dlimpankan kepadasdmin Kememenan
headmin UPP. |s=zualdengan SOP Penanganan
Pengaduan Masyaraka inghat
b. Meneushan pengaduan kepada Admin Kementedan
Kemertenanapablia haslitedaah pzngaduan
berhadarpengawasan dan pengaduanbukan
unt bera
E] p p hazll kelaahdan Disposisl! Sura Jawaban 1 hat PAm screnlapo@n Proges penenmaan pengajuanyang
Ketua TPP Eselon WUPT atas p2ngaduan pengaduandl laman dlimpah)an kepadasdmin Kementenan
Setsail SP4N-LAPOR! sesualdengan SOP Penanganan
Pangaduan Masyaraka inghat
Kemantzdan
8 3. MenefmajawabankindaNanjut; Disposisl! SurJawaban
L anMndanlanut a3 aduan
b olplipdeiverdy P e ( Sk ) tas pang.




BAB Il
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1. Pembahasan

Masyarakat yang ingin mendapatkan informasi ataupun melakukan Permohonan
permintaan informasi dapat mengakses ke laman web PPID PPN Sibolga, pada link
berikut :

https://ppid.kkp.qgo.id/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-sibolga/

Data pemohon informasi yang telah masuk maké akan diterima oleh Admin PPID KKP
kemudian diberikan kepada PPID Eselon | DJPT lalu akan didisposisikan ke unit kerja
PPN Sibolga. Setelah Admin PPN Sibolga menerima disposisi maka akan langsung bisa
menindaklanjuti permohonan yang diajukan. Pada saat ini, PPN Sibolga dapat
menyertakan lampiran jawaban permohonan yang diajukan pemohon. Selain itu, data

pemohon informasi juga masuk melalui media sosial dan persuratan PPN Sibolga.

3.2. Rekapitulasi Pengaduan dan Permohonan Informasi, Periode Tahun 2025.
Terdapat tiga belas (13) permohonan informasi publik yang diterima melalui kanal
pelayanan dan permohonan informasi publik, diantaranya: tatap muka: 5, dan Website

PPID: 5, dan Media Sosial: 3. Serta tidak ada Pengaduan yang diterima.

Pengaduan dan Permohonan Informasi Publik

W

® Tatap Muka = Website PPID Span Lapor

= Media Sosial = Telepon/Whatsapp


https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-sibolga/

Matriks Permohonan Informasi 2025

Desember
November |
Oktober | —
September ——
Agustus|
Juli
Juni |
Mei |
April ———
Maret|
Februari |
Januari
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
Permintaan Ditolak B Permintaan Diterima H Jumlah Pemohon
No. Bulan Jumlah Permohonan Alasan Ditolak Bentuk Informasi
Pemohon | Diterima | Ditolak Cetak | Rekam | Online | Tatap
Muka
1. | Januari 2 2 0 - s s
2. | Februari 0 0 0 -
3. | Maret 0 0 0 -
4. | April 1 0 1 Tidak melengkapi
persyaratan
5. | Mei 0 0 0 -
6. | Juni 4 3 1 Tidak melengkapi v v
persyaratan
7. | Juli 0 0 0 -
8. | Agustus 0 0 0 -
9. | September | 1 0 1 Tidak melengkapi
persyaratan
10. | Oktober 2 1 1 Tidak melengkapi | v
persyaratan
11. | November | 3 3 0 - v
12. | Desember | O 0 0 -




3.3. Rekapitulasi Penanganan Pengaduan, Periode: Tahun 2025.
Terdapat tiga belas (13) permohonan informasi publik yang diterima, dan tidak ada pengaduan, yang terdiri dari:

Semester | Tahun 2025:

No

ID Tracking

Sumber Pengaduan

Tanggal Diterima

Kategori

Uraian

Data Pengadu

Verifikator Penelaah Uraian Stat
1 2 3 K 5 6 7 8 9 10 1 12
Laporan ini ditutup
‘Wawancara dengan Awak Kapal Perikanan di karena Pelapor tidak Giiend
Permohonan | wilayah PPN Sibolga mengenai ukuran kapal, _ b Telah di kepada Mah tersebut untuk memberikan tanggapan |
5 Tatap M an 2025 stia 5 S S
1i |#930155 atap Muka Sidan20) Informasi kapasitas angkut kapal, jenis alat tangkap, hasil Kristids Jodie: mewawancarai Nelayan yang dituju. dalam jangka waktu 10
tangkap dan kebutuhan di Kapal. hari kerja setelah
laporan ditindaklanjut
Sudah diterbitkan SE Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Liioraniid dititi
B.254/MEN-KP/XI1/2024 tentang Layanan Penerbitan Sertifikat k,""‘f:u s qu
o — Memohon informasi mengenai Relaksasi Kelaikan Kapal Perikanan dan Relaksasi Kebijakan Pemenuhan ": e wikanp(lan i selesai
2 |#8568596 |Tatap Muka 30 Jan 2025 :nl'nrma\‘i K P Persy Kerja dan Jusman Julius Persyaratan Kerja Bagi Awak Kapal Perikanan. Buku Pelaut Perikanan da‘lamt'an Xa w:flupll)
2 Buku Pelaut Perikanan. merupakan identitas bagi para pelaut yang menjadi salah satu ketentuan g kcjr'ng\‘el lah
pemenuhan persyaratan kerja bagi AKP. Hal tersebut sudah la MJ dilin; aklaniut
disosialisasikan baik al media maupun di media massa. P y
Memenuhi Tugas Perkuliahan Pada Mata
Kuliah Analisis Hasil Tangkapan. Data yang di Laporan ini ditutup R
5 f((:f' ERIDR. — ks Permoh : 1. Trip P dari tahun 2015-| Farel Alviodi kirexia Pcnolion idak. [*0 22
9 PI/)-(I’O’ s peiis Informasi 2023 2. Jenis Alat Tangkap Yang digunakan per Baihaqi B lengkapi pers
e tahun (2015-2023) 3. Berat Hasil Tangkapan per yang dibutuhkan
tahun (ton)
Laporan ini ditutup 2
739/PPIDK Pe i butuh data upaya (effort) dan juga tangkapan arsns Poohion tidk selesai
4 |KP- Website PPID 3 Jun 2025 - (catch) berdasarkan alat tangkap untuk ikan Melia Sapitri - alissikent pecsysratan
2025 g i i - 6
PUVIN20! layang biru dengan periode waktu 2015-2023 yanig dibutubkan
Laporan ini ditutup
Kkarena Pelapor tidak el
Permoh: Per Informasi profil PPN 5 Telah diberikan buku profil PPN Sibolga tahun 2023 dan soft copy Profil berik i,
5 5 T Muk; 2025 apparius
#9301566  (Tatao Muka 16 Jun’20) Informasi  |Sibolga tahun 2023 dan 2024, Lappaciils PPN Sibolga tahun 2024, dalam jangka waktu 10
hari kerja setelah
laporan ditindaklanjut
Laporan ini ditutup
karena Pelapor tidak s
Per Per Informasi i profil PPN Telah diberikan buku profil PPN Sibolga tahun 2023 dan soft copy Profil i =
3 T Muk: 202
6 [#9301631 (Tatao Muks Hlin 202 Informasi|Sibolga tahun 2023 dan 2024. Wikt PPN Sibolga tahun 2024. dalam jangka waktu 10
hari kerja setelah
laporan ditindaklanjut
Permoh Infi i i Jumlah kapal, Laporan ini ditutup
tonase dan jenis alat tangkap ikan yang karena Pelapor tidak selasat
Permohonan  [beroperasi di sekitar Perairan Kepulauan Nias, s Telah mpaikan terkait aktivitas kapal perikanan dan produksi ikan  |memberikan tanggapan |
Tatap Muk 26 Jun 202; as Ds
3 [W2016L aizo My 5im 202y Informasi terutama Nias Selatan. Jumlah produksi dan Lunie Do yang didaratkan di PPN Sibolga dan rnya melalui website PPID. dalam jangka waktu 10

jenis ikan dari kapal dan API di wilayah
tersebut.

hari kerja setelah
laporan ditindaklanjut




Semester Il Tahun 2025:

No ID Tracling Sumber Tanggal Diterima | Kategori Pengaduan Uraian Data Pengadu Deaangansa Tindaktanjut Keterangan
Pengaduan Verifikator Penelaah Uraian Status
1 2 3 4 5 6 7 8 3 10 11 12
1 |#02605121129]1 |Website PPID |29 Sep 2025 Permoh Infc i|Mau bangkan usaha UMEM Yanri Ajoi Pemchon tidak melengkapi dok Laporan ini diturup  [Selesai
74 Sitanggang persyaratan hingga batas waktu yang karena pemohon tidak
ditentukan melengkapi
persyaratan yang
dibutuhkan
2 |#026051217479 |Website PPID |12 Oct 2025 Permob I i|Data penyerapan perbekalan PPN Sibolga dari|Fanah Fajar Pemohon tidak melengkapi dok Laporan imi ditutup Selesai
92 tahun 2020-2025, berupa air bersih, es balok, |Pratama persyaratan hingga batas waktu yang karena pemohon tidak
oli, solar dan umpan, serta untuk perhitungan ditentukan melengkapi
penggunaan fasilitas PPN Sibolza. persyaratan yang
dibutuhkan
3 |#026201551348 |Website PPID |28 Oct 2025 Permobonan Informasi| 1. Data jumlah kapal berpangkalan yang Siti Dwi Fauzyya Permohonan informasi telah ditindaklanjuni | Laporan ini ditutup Selesai
43 memanfaatkan Pelabuhan Tahun 2020-2024 dengan melampirkan surat karena pelapor tidak
2. Data frekuensi kunjunzan kapal perikanan memberikan
tahun 2020-2024 tanggapan dalam
3. Data jumlah kapal perikanan mendaratkan jangka waktu 10 hari
hasil tangkapan ikan tahun 2020-2024 setelah laporan
4. Data frekuensi kapal perikanan keluar dari ditindaklanjuti
Pelabuhan tahun 2020-2024
5. Data jumlah alat tangkap tahun 2020-2024
6. Data jumlah produksi ikan yang didaratkan
dan kapal perikanan tahun 2020-2024
7. Data jumlah produksi ikan yang datang
melalui ransportasi darat tahun 2020-2024
8. Data jumlah penyerapan air bersih, es,
solar, oli, umpan tahun 2020-2024.
4. |#026201611068 |Media Sosial 26 Nov 2025 Permohonan Informasi| Halo selamat siang kak. Saya nurul, kakak | Nurul Habibah Selamat siang, mobon maaf kami barubisa | Laporan ini ditutup Selesai
41 (Instagram) dari khalifah ardi, pegawai pencarat ikan di pon, karena bama dapat koneksi. karena pelapor tidak
PPN sibolga. Izin bertanya bagaimana Atas nama khalifah ardi aman ya kak, memberikan
situasi di sana sekarang kak? Kami terimakasih tanggapan dalam
keluarga belum bisa hubungi adik jangka waktu 10 hari
kami. Terakhir dapat kabar pagi kemarin setelah laporan
terjadi banjir dan longsor besar di daerah ditindaklanjuti
Fkosannya kak. Mohon bantuannya untuk
kami biza mengetahui keberadaan adik kami
kak
5. |#026201614239 |Media Sosial 28-Nov-25 Permohonan Informasi| Hallo min Maqf mengganggu Saya mau Emils Anggun Mohon maaf slowrespon kak, krn kendala Laporan ini ditutup Selesai
72 (Instagram) tanya min apakah benar dipelabuhan ini ada jaringan Kmrn kami baru bisa menghubungi |karena pelapor tidak
mahasiswa magang dari univ bunghatta vg bersangkutan, infonya aman dan sdh memberikan
min?? Mhon dibalas min soalny kami dri k ikasi dgn pihak masing? ya  |tanggapan dalam
keluarga sudah 3hari ridak dpat kabar min kak jangka waktu 10 hari
setelah laporan
ditnindaklanjut
6. |#026201616519 [Media Sosial 30-Nov-25 P by I 1| Mau tanya sdr danan surya pradana, | Sri Wahyuningsih Mohon maaf ya slowrespon kak cici, karena |Laporan ini ditutup Selesai
96 (Instagram) anak dan istrinys. Akses komunikasi ke sana kendala jaringan. Yg bersangkutan & karena pelapor tidak
susah keluargzanya aman yz kak memberikan
tanggapan dalam
jangka waktu 10 hari
setelah laporan
ditindaklanjuti




3.4.

1.

Hasil Analisis Rekomendasi Pelaksanaan PPID di UPT
Atasan PPID di UPT berkomitmen untuk memberikan fasilitas sarana dan
prasarana serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan informasi dan

dokumentasi pada pelayanan informasi, mulai dari :

Menyediakan pemenuhan pengadaan fasilitas sarana prasarana pengelolaan
informasi dan dokumentasi.

Melakukan mengindentifikasi menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar
Informasi yang Dikecualikan (DIK).

Apabila terdapat permohonan informasi, atasan PPID harus mengetahui dan
memberikan arahan untuk tindak lanjuti dari permohonan informasi.

Meminimalisir adanya ketidakpuasan pemohon informasi yang telah diberikan
kepada pemohon.

PPID UPT untuk melakukan pengumpulan data dan informasi yang dihasilkan
dari UPT sebagai bahan pada saat akan dilakukannya monitoring dan evaluasi

pelaksanaan PPID.

Melaksanakan internalisasi kepada petugas PPID maupun petugas keamanan
(dalam menerima kunjungan).

Pelaksanaan pelayanan informasi bersinergi dengan Arsiparis, PBJ dan
bidang-bidang terkait.

Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik KKP
tahun 2025, PPN Sibolga mendapat kategori cukup informatif. Dalam
pelaksanaannya terdapat kendala penyampaian informasi publik melalui Website
PPID akibat VPN terganggu dan tidak dapat terhubung yang telah dilakukan
koordinasi dengan Pusdatin KKP.



6. Bencana alam yang menimpa wilayah Sumatera Utara menyebabkan hilangnya
koneksi internet, sehingga menghambat penyampaian permohonan informasi, oleh
karena itu dibutuhkan fasilitas internet yang lebih baik. Oleh karena itu PPN

Sibolga telah menyediakan fasilitas internet berupa Starfink.

3.5. Kendala pelaksanaan Layanan Informasi Publik
Dalam penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan keterbukaan
informasi publik Tahun 2025 di PPN Sibolga terdapat beberapa kendala internal
diantaranya: berdasarkan musibah yang menimpa wilayah Sumatera Utara, PPN
Sibolga tidak memiliki cadangan fasilitas internet, yang mengakibatkan hilangnya

koneksi internet di wilayah PPN Sibolga.

Sedangkan kendala eksternal yang dihadapi ialah VPN sering mengalami
gangguan, sehingga menghambat proses penginputan data dukung Monev
Keterbukaan Informasi Publik di dalam Website PPID.

3.6. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Pelaksanaan PPID di Semester Il tahun 2024
PPN Sibolga telah melakukan penambahan fasilitas pelayanan publik kepada
penyandang disabilitas, diantaranya:

1. Guiding block;




2. Magnifier atau kaca pembesar;

3. Hearing Aid atau alat bantu dengar;

4. Brailtex atau papan menulis dan membaca huruf Braile;




6. Telah tersedianya sarana prasarana pendukung berupa lensa kamera dan
drone, untuk menunjang kemudahan pengambilan dokumentasi baik itu berupa

foto ataupun video;
6. 1. lampiran sarana prasarana berupa lensa kamera dan drone

7. Atasan PPID telah memberikan arahan untuk menindak lanjuti permohonan

informasi melalui disposisi kepada bidang-bidang terkait.

7. 1.lampiran disposisi dan surat penyampaian data atas permohonan informasi
publik

BRA@E0 B 2D
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Penyampaan_Data, Untuk Keperkuan_Penslitian, Mahasiswa_Undip_20751118165430.pdf

Referensi permanonan Data/Peminjaman Alst



3.7.

Rencana Tindak Lanjut Rekomendasi Pelaksanaan PPID di UPT

. Menyiapkan sarana dan prasarana serta bertanggung jawab terhadap

pengelolaan informasi dan dokumentasi pada pelayanan informasi.

. Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang

Dikecualikan (DIK) kemudian mengajukan uji konsekuensi.

3. Koordinasi dengan atasan PPID UPT dalam menerima permohonan informasi.

4. Memberikan ketepatan dan kecepatan penyampaian informasi kepada

pemohon.



BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan pelayanan informasi PPID di Pelabuhan Perikanan Nusantara
Sibolga pada Semester | belum terlaksana dengan sempurna, oleh karena itu
dibutuhkan peran oleh seluruh Petugas dan Anggota tim PPID agar pengelolaan
pelayanan keterbukaan informasi dan publikasi dapat berjalan secara maksimal.

PPN Sibolga terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan informasi dengan
memenuhi fasilitas bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan guiding block, kaca
pembesar (magnifier), alat bantu dengar (hearing aid), papan menulis dan membaca huruf

Braile (brailtex), dan gambar panduan bahasa isyarat.

4.2 Saran
Dibutuhkan peningkatan kapasitas petugas PPID baik itu melalui diklat atau

pertemuan secara luring, agar lebih efektif dalam penyampaian kendala dan
pemahaman dalam pengelolaan website serta jenis-jenis informasi publik.

PPN Sibolga sering mendapatkan gangguan untuk terhubung ke VPN dan
website PPID, oleh karena itu diharapkan Pusdatin dapat memberikan alternatif lain

untuk terhubung ke™ website PPID tanpa melalui akses VPN.

Sibolga, 3 Juli 2025

Mengetahui,
Ketua Tim Kerja
Dukungan Manajerial Petugas PPID
. Ditandatangani - % . Ditandatangani
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Menyetujui,
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Sibolga

. Ditandatangani
Z Secara Elektronik

Irvan Armana
NIP.198801032010121003



